LAMPIRAN 1

FATWA

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
Nomor 04/DSN-MUI/1V/2000

Tentang
Murabahah

Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang

Mengingat

a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan

penyaluran dana dari bank berdasarkan pada
prinsip jual beli;

bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna
melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan
dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu
memiliki  fasilitas murabahah bagi yang
memerlukannya, yaitu menjual suatu barang
dengan menegaskan harga belinya kepada
pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga
yang lebih sebagai laba;

bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu
menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk
dijadikan pedoman oleh bank syari‘ah.

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

Ge 8083 0556 O Y) Jally s 205 1REY 15kl sl @l g

. Sha yal 5

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.
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2. Firman Allah QS. al-Bagarah [2]: 275:

LGl asas el d Jaly
"... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba ..."

3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:

sl 3850154 5 G

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad

2

itu ...”.

4. Firman Allah QS. al-Bagarah [2]: 280:

e R 5  GIE 0

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran,
maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan

5. Hadis Nabi SAW.:

e ) (im0 505 G e ) o 5 8 ixis (ol 0
anle ol el ol 5) sl 5 G aal) W) 06 g 4T
(O () 4vna

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah
SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus
dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihagi dan
Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

geall A8 G G606 als alls e s e oA G
O.j\ b\j)) éﬁh \J gilé.\h );\;:JL} :)ﬂ\ .LLJ? ci.la)\sﬂ\} cg)g ‘;!
(e (= ala

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung
berkah: jual beli tidak secara tunai, mugaradhah
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(mudharabah), dan mencampur gandum dengan
jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan
untuk dijual.”” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

Goa Jab 5l 938 a5a Wla ) Gualiadl G5 s Alall
Lsa Jal 51 950 a0a Rt ) skt e {salialls
(Gse s G il ol g )

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum
muslimin kecuali perdamaian yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan
syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'‘ah:

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan

oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ..."

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu
Majah, dan Ahmad:

Wt 3aiae Jadaaldl o]

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan
oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan
pemberian sanksi kepadanya."

10. Hadis Nabi riwayat "Abd al-Raziq dari Zaid bin
Aslam:

Aals il 3 ol oo g alle ) oo 0 0505 i 4

"Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang
muka) dalam jual beli, maka beliau
menghalalkannya."
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11. Iyjma’ Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli
dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah
al-Mujtahid, juz 2, hal. 161; lihat pula al-
Kasani, Bada’i as-Sana’i, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah figh:

Leadad e i 0% O ) Aaty eSasall L gy

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya.”

Memperhatikan :  Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari‘ah Nasional
pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April
2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama . Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari‘ah:

1.

Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah
yang bebas riba.

Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh
syari‘ah Islam.

Bank membiayai sebagian atau seluruh harga
pembelian  barang yang telah  disepakati
kualifikasinya.

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas
nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan
bebas riba.

Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan
dengan pembelian, misalnya jika pembelian
dilakukan secara utang.

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada
nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga
beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank
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harus memberitahu secara jujur harga pokok barang
kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
Nasabah membayar harga barang yang telah
disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang
telah disepakati.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau
kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat
mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli
murabahah harus dilakukan setelah barang, secara
prinsip, menjadi milik bank.

Kedua :  Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1.

Nasabah mengajukan permohonan dan janji
pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus

membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara
sah dengan pedagang.

Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada
nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya
sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena
secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian
kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta
nasabah  untuk membayar uangmuka saat
menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

Jika nasabah kemudian menolak membeli barang
tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka
tersebut.

Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali
sisa kerugiannya kepada nasabah.

Jika uang muka memakai kontrak ‘urbunsebagai
alternatif dari uang muka, maka
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a. jika nasabah memutuskan untuk membeli
barang tersebut, ia tinggal membayar sisa
harga.

b. jika nasabah batal membeli, uang muka
menjadi  milik bank maksimal sebesar
kerugian yang ditanggung oleh bank akibat
pembatalan tersebut; dan jika uang muka
tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi
kekurangannya.

Ketiga :Jaminan dalam Murabahah:

1.

Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah
serius dengan pesanannya.

Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan
jaminan yang dapat dipegang.

Keempat . Utang dalam Murabahah:

1.

Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam
transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan
transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak
ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual
kembali barang tersebut dengan keuntungan atau
kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan
utangnya kepada bank.

Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa
angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi
seluruh angsurannya.

Jika penjualan barang tersebut menyebabkan
kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan
utangnya sesuai kesepakatan awal. la tidak boleh
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta
kerugian itu diperhitungkan.
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Kelima . Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak
dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan
sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak
tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam :  Bangkrut dalam Murabahah:
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan
utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia
menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H
1 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Sekretaris
Prof. K.H. Ali Yafie Drs. H. A Nazri Adlani
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LAMPIRAN 2

FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
Nomor 09/DSN-MUI/V1/2000
Tentang
Pembiayaan ljarah

Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh
manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain
melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak
guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu
tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu
sendiri;

b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh
jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu
melalui akad ijarah dengan pembayaran upah
(ujrah/fee);

c. bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani
oleh lembaga keuangan syari’ah (LKS) melalui
akad pembiayaan ijarah;
bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran
Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa
tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh
LKS.

o

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

(L Sl 2T g L (AT e Sl (3 2
QAL Ui aglans 351 Al (aks (3 pékans Uxd);

Gadg G 5A ;) Ead g
"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat

Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan
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Kami telah meninggikan sebagian mereka atas
sebagian yang lain beberapa derajat, agar seba-gian
mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.
Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang
mereka kumpulkan."

Firman Allah QS. al-Bagarah [2]: 233:

A 1) e 10 98 Y 5 1 5m 505 0 4310
s (plasila 0 G113k 5l )15 oy aally

"... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh
orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu
memberikan pembayaran menurut yang patut.
Bertagwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:
G g gl Enalid a2 G e ali el Ga ey &0

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai
ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja
(pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling
baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)
adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.""

Hadis riwayat lbn Majah dari Ibnu Umar, bahwa
Nabi bersabda:

Abe Cany 4 U 50AT i ke

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya
kering."

. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan
Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

SOl Al ) ad ali s

"Barang siapa mempekerjakan pekerja,
beritahukanlah upahnya."
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6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd lbn Abi
Wagqqash, ia berkata:

(Lt elally ety £ 530 (s AI5L) Sl Ly (0T 5 R0
Lo &8 O Unals s (e alig alls adle 40 Loa ) 505 Ulga
Alnd 5 oy

"Kami pernah menyewankan tanah dengan
(bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah
melarang kami melakukan hal tersebut dan
memerintahkan agar kami menyewakannya dengan
emas atau perak."

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

s Ja gl /’\1?@ P tALa “313’ Gealiadl) G5 s Altall
Laloa JaT 5 W08 258 Ua s V) aeka g5 e () saludll

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum
muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan
yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum
muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram."

8. ljmaulama tentang kebolehan melakukan akad sewa
menyewa.
9. Kaidah figh:

et ,A0 e s 0% O ) daty eSaball L gy

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya.”

Aliadll s e g8 aad) 25
"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya)

harus didahulukan atas mendatangkan
kemaslahatan."
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Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari‘ah Nasional
pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April
2000.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH
Pertama : Rukun dan Syarat ljarah:

1. Sighat ljarah, yaitu ijab dan gabul berupa pernyataan
dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak),
baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi
sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

3. Obyek akad ijarah adalah :

a. manfaat barang dan sewa; atau
b. manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek ljarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang
dan/atau jasa.

2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat
dilaksanakan dalam kontrak.

3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat
dibolehkan (tidak diharamkan).

4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan
sesuai dengan syari‘ah.

5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian
rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan)
yang akan mengakibatkan sengketa.

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas,
termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali
dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan
dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran
manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam
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jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam
ljarah.

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa
(manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek
kontrak.

9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau
upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat
dan jarak.

Ketiga :  Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan ljarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang
atau jasa:

a. Menyediakan barang yang disewakan atau
jasa yang diberikan

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.

c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang
yang disewakan.

2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat
barang atau jasa:

a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung
jawab untuk menjaga keutuhan barang serta
menggunakannya sesuai kontrak.

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang
yang sifatnya ringan (tidak materiil).

c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena
pelanggaran  dari  penggunaan  yang
dibolehkan, juga bukan karena kelalaian
pihak penerima manfaat dalam menjaganya,
ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan
tersebut.

Keempat . Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‘'ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
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Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 08 Muharram 1421 H
13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Sekretaris
Prof. K.H. Ali Yafie Drs. H. A Nazri Adlani
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LAMPIRAN 3
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LAMPIRAN 4

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
PUSAT BAHASA
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Email: pusba.umsby@gmail.com
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